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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN PINJAMAN DI
PASAR PAGI TUGU PAHLAWAN SURABAYA

A. Latar Belakang

Salah satu jenis mu’amalah yang sering kita lihat pada masyarakat
adalah sewa menyewa, dimana masalah sewa-menyewa mempunyai peran
penting dalam kehidupan kita sehari-hari sejak zaman dahulu hingga sekarang.
Dalam konsep fikih yang sederhana, akad ijarah adalah akad sewa
sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Salah satunya
adalah transaksi sewa lahan pinjaman untuk berdagang. Yaitu suatu perbuatan
peralihan hak atas lahan dagang yang sering dilakukan oleh pedagang.

Pelaku transaksi sewa menyewa memerlukan al-Qur’an dan Hadis untuk
dijadikan landasan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Salah satu aturan
hukum yang terkait masalah sewa (ijarah) terdapat juga dalam al-Qur’an dan

Hadis. Disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Q@s}asjayat 26:
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Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya".!

! Departemen Agama R, al-Quran dan Terjemah, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 388.
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Dalam Hadis juga disebutkan:
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Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw. berkata: "berikanlah
upah pekerja sebelum keringatnya kering".”

Ayat al-Quran dan Hadis di atas menunjukkan adanya pembolehan
terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Namun
meskipun para fugahasepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan
oleh syara’, ada beberapa ulama yang tidak setuju, seperti Abu Bakar al-
Asham, Isma’il bin *Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu
Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli
manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa
diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat
dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu
akad tidak boleh diperjualbelikan.

ljarah terbagi menjadi dua, yang pertama yakni menurut Idris Ahmad,
bahwa ijarah berarti upah mengupah. * Hal ini terlihat ketika beliau
menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu’jir (yang

memberikan upah) dan musta’jir (yang menerima upah), sedangkan Nor

2 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 880.

¥ Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami>wa Adillatuhu, Juz 4, cet. ke 3 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), 730.

* Idris Ahmad, Figh al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah. 1986), 139.



Hasanuddin sebagai penerjemah Figh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq
menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa,’ yaitu sewa terhadap benda.

Dalam sewa-menyewa terhadap benda ada hal yang harus diperhatikan
dalam akad ijarah. Yakni, pembayaran oleh penyewa yang merupakan timbal
balik atas manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek dalam
akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.®

Dalam Fatwa DSN tentang ijarah terdapat syarat-syarat ketentuan
obyek ijarah. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau
jasa, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari’ah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahakah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa,
pesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.’

Persoalan dalam penelitian ini adalah mengenai sewa-menyewa atas
lahan yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam memenuhi
kebutuhan bisnis masyarakat Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya
menyediakan lokasi berdagang, seperti sentra kuliner di setiap kecamatan di
Surabaya, pasar-pasar surya dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga

beberapa lokasi yang bukan dialokasikan untuk berjualan, tetapi dipakai

> Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 203.

® M. Yazid Afandi, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

" Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan ljarah.



berdagang pada waktu-waktu tertentu, seperti pada Pasar Pagi Tugu Pahlawan
ini. Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang berlokasi di sepanjang Jalan Kebon Rojo
hingga Jalan Pahlawan tersebut menggunakan bahu jalan yang biasanya
digunakan lahan parkir pada siang dan malam hari oleh pengunjung restaurant
The Crown, Kantor Badan Penanaman Modal, Bank Mandiri dan Kantor PT.
PELNI.

Lahan tersebut awal mulanya dipakai berdagang oleh sekelompok
Pedagang Kaki Lima (PKL) pada tahun 1990-an. Dan ketika mereka
berdagang sering sekali diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
Seiring berjalannya waktu Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut membentuk
sebuah paguyuban.

Pengurus paguyuban tersebutlah yang memperjuangkan lahan agar dapat
dipakai oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti saat ini. Perjuangan pengurus
tersebut adalah dengan membuat surat permohonan menggunakan lahan
tersebut untuk berdagang. Surat permohonan tersebut diajukan kepada Wali
Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Setelah surat permohonan tersebut
disetujui, para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat berdagang di lahan tersebut
dengan tenang tanpa merasakan khawatir diusir dengan syarat membuat kartu
keanggotaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) setempat serta membayar
uang kebersihan sebesar Rp 2.000 dan diberi tenggang waktu hingga pukul
09.00 WIB.

Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang awalnya memakai lahan

tersebut mulai mendapatkan lahan baru untuk berdagang yang tetap dan bisa



buka sampai malam, tidak seperti di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
Akhirnya mereka menyewakan lahan tersebut kepada Pedagang lainnya yang
ingin berjualan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya dengan biaya sewa
dibayar pertahun. Jadi pedagang baru tersebut membayar uang sewa kepada
pedagang yang pertama kali berdagang di lahan tersebut ditambah
pembayaran uang kebersihan kepada pengurus paguyuban sebagai pengelola
lahan tersebut. ®

Jika lahan tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan
status hak pakai kepada pengurus paguyuban sebagai pengelola saja. Dan
pengurus paguyuban tersebutlah yang akhirnya berhak menentukan siapa saja
yang dapat berdagang di lahan tersebut. Ditentukannya pedagang yang dapat
berdagang di lahan tersebut adalah dengan membuat kartu anggota. Kartu
anggota inilah yang menentukan pemilik hak pakai lahan tersebut dan harus
diperpanjang jika masih ingin menempati lahan itu.

Akan tetapi kenyataannya lahan tersebut disewakan oleh Pedagang kaki
Lima yang pertama kali dipinjami oleh Pemerintah Kota Surabaya. Masalah
ini timbul karena ketidaktauan dari pihak pengelola lahan di Pasar Pagi Tugu
Pahlawan Surabaya mengenai perpindahan pengguna lahan. Akibatnya
pedagang baru yang ingin berdagang di lahan tersebut dapat menyewa hanya
dari pemilik hak pakai yang sudah tidak menggunakan lahan, dengan begitu

biaya yang dikeluarkan oleh pedagang baru menjadi lebih banyak, yakni

® Irfan, Wawancara, Surabaya, 24 Maret 2015.



membayar biaya sewa kepada pemilik hak pakai serta biaya kebersihan lahan
yang dipungut oleh pengelola lahan.

Dari uraian cerita di atas terjadi suatu permasalahan. Yaitu lahan yang
disewakan oleh pedagang lama kepada pedagang yang baru merupakan lahan
Pemerintah Kota Surabaya yang hanya dipinjamkan kepada pedagang lama
dengan tujuan pemakaian untuk berdagang saja dan bukan menyewakannya.
Dalam syarat sah objek sewa adalah dapat diserahterimakan, artinya barang
sewaan tersebut adalah milik sah orang yang menyewakan (mu’jir),” yakni
Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa
masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui dasar yang
menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh karena itu,
peneliti mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa
Lahan Pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan” dengan berfokus pada sewa
lahan pinjaman pinjaman dan tinjauan hukum Islam terhadap sewa lahan

pinajaman.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah merupakan suatu upaya untuk mengenali (to
identify) faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang didasarkan pada
teori dan logika(hal-hal yang masuk akal).'® Berdasarkan latar belakang yang

telah dikemukakan di atas, maka dapat diindentifikasikan beberapa masalah

M. Yazid Afandi, Figh Muamalah..., 184.
19 Sypranto, J., Proposal Penelitian dengan Contoh, (Jakarta: Ul-Press, 2004), 94.



yang timbul dengan menarik beberapa masalah guna mempermudah dalam

memahami permasalahan, yakni dengan mengidentifikasikannya menjadi

beberapa bagian sebagai berikut:

1. Status kepemilikan lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

2. Sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

3. Kesesuaian hukum menyewakan lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu
Pahlawan Surabaya menurut hukum Islam.

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan dalam
Identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah penelitian pada
beberapa hal, yaitu:

1. Praktik menyewakan lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan
Surabaya.
2. Kesesuaian hukum menyewakan lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu

Pahlawan Surabaya menurut hukum Islam.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sewa lahan pinjaman pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan
Surabaya?

2. Bagaimana kesesuaian hukum menyewakan lahan pinjaman di Pasar Pagi

Tugu Pahlawan Surabaya menurut hukum Islam?



D. Kajian Pustaka

Mengenai masalah sewa-menyewa lahan dalam skripsi sebelumnya telah
di bahas oleh Siti Sujiati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede
Surabaya”. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sujiati menyimpulkan, bahwa
praktik sewa menyewa tanah makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya
dilakukan antara penyewa dengan Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili
oleh petugas keamanan makam dengan membayar uang retribusi dan pajak.
Praktik ini hukumnya sah menurut hukum perdata karena memenuhi unsur
sahnya perjanjian dan juga sah menurut hukum Islam karena sewa menyewa
tanah makam dilakukan berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak dan
tidak ada unsur kedzaliman termasuk dalam hal penetapan harga yang masih
terjadi proses khiyardalam transaksi sewa-menyewa.**

Skripsi yang lain tentang sewa juga ditulis oleh Setya Puji Khodar Ari
Sandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Makam
Delta Praloyo oleh PEMDA Sidoarjo”. Skripsi tersebut memberikan
kesimpulan, bahwa alasan dari adanya penyewaan tanah makam Delta Praloyo
adalah minimnya lahan di Sidoarjo dan terlalu pesatnya bisnis perumahan

sehingga kebutuhan akan tanah makam bertambah cepat. Dan menurut hukum

1 Siti Sujiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Makam di
Pemakaman Tembok Gede Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 65.



Islam hukumnya boleh, karena belum ada dalil yang melarangnya. Meskipun
ada dampak negatif yang menyebabkan masalah dikemudian hari.*

Skripsi yang lain tentang sewa juga ditulis oleh Moh. Ibnu Sabilil Huda
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang
Kaki Lima di Jalan Dukuh Menanggal | Gayungan Surabaya”. Skripsi tersebut
memberikan kesimpulan, bahwa mereka memanfaatkan Jalan Dukuh
Menanggal | Gayungan Surabaya untuk berjualan setelah mendapatkan izin
dengan membayar uang sewa kepada pengelola yang merupakan salah satu
perangkat kelurahan dengan tidak ada batasan waktu sampai kapan
berakhirnya sewa tersebut serta tidak ada bukti yang menjadi penguat akad
tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan
sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh Menanggal I Gayungan
Surabaya, bahwa akad yang dilakukan dapat dikatakan batal, karena dalam
melaksanakan akad antara penyewa dan yang menyewa ketika melaksanakan
ljab dan Qabubtidak menyebutkan jangka waktu dalam akad sewa tersebut.™

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas meneliti lahan
pemerintah yang disewakan oleh pengelola lahan pemerintah kepada
masyarakat atas izin pemerintah. Sedangkan kali ini penulis akan membahas
tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Lahan Pinjaman di Pasar Pagi

Tugu Pahlawan Surabaya”, di mana penulis akan menggambarkan sewa

12 Setya Puji Khodar Ari Sandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Tanah Makam Delta
Praloyo oleh PEMDA Sidoarjo” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 69.

3 Moh. Ibnu Sabilil Huda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki
Lima Di Jalan Dukuh Menanggal | Gayungan Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,
2014), 66-67.
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menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan yang sebenarnya
adalah milik Pemerintah Kota Surabaya. Lahan tersebut telah dipinjamkan
kepada pedagang sebagai lahan berdagang, namun dalam praktiknya lahan
pinjaman tersebut disewakan oleh para pedagang lama kepada pedagang baru.
Penulis akan menganalisis dari segi hukum Islam sehingga dapat diketahui
kekuatan status hukumnya sejauh yang penulis ketahui belum pernah

dilakukan.

. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui mekanisme sewa lahan pinjaman yang terjadi di Pasar
Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sewa menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi

Tugu Pahlawan Surabaya dalam hukum Islam.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini secara global dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan
dengan sewa lahan pinjaman yang terjadi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan
Surabaya, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca serta dapat

digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
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2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para
pembaca untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam melakukan praktik
sewa-menyewa sekaligus memperdalam analisis teori dan praktik terhadap

sewa-menyewa.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam . yaitu aturan-aturan yang mengatur tentang
perbuatan manusia yang bersumber dari al-Qur’an
dan Hadis."* Dalam hal ini penulis menganalisis
permasalahan yang dibahas dari hukum yang
bersumber dari al-Qur’an, Hadis, fatwa DSN-
MUI, serta pendapat fugaha> yang membahas
tentang  peraturan dan  ketentuan  yang
berhubungan dengan pinjam meminjam dan sewa
menyewa.

Sewa lahan pinjaman : Kegiatan yang dilakukan untuk mengambil
manfaat atas lahan pinjaman Pemerintah Kota
Surabaya yang berlokasi di sepanjang Jalan
Pahlawan dengan membayar sejumlah uang sewa.
Lokasi tersebut dikenal dengan Pasar Pagi Tugu

Pahlawan.

1 Hasby Ash-Shiddigie, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 12.
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H. Metode Peneltian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengaji objek untuk
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif verifikatif.
Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari
secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu
sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.' Selanjutnya untuk
memberikan deskripsi dan diverifikasi dengan ketentuan hukum Islam.
2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
data yang dikumpulkan sebagai berikut :
a. Status kepemilikan lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
b. Pengelolaan lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
c. Sejarah pemakaian lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
d. Pelaku transaksi sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan
Surabaya.
e. Praktik sewa-menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan
Surabaya.

f. Kesesuaian sewa lahan pinjaman dalam hukum Islam.

> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), 5.
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3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis untuk dijadikan pedoman dalam

literatur penelitian ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait

sewa-menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya,

yakni meliputi sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data utama yang berkaitan langsung

dengan obyek yang dikaji, yakni tentang praktik sewa menyewa lahan

pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, berupa:

1)
2)

3)

4)

5)

Perangkat Kelurahan Krembangan Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pelni sebagai pengelola
lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

Pihak pemilik hak izin pakai atas lahan di Pasar Pagi Tugu
Pahlawan Surabaya, sebagai orang yang menyewakan lahan
tersebut.

Penyewa lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan penjelas terhadap data primer. Data

tersebut berupa literatur yang bersumber dari dokumen yang

berhubungan dengan masalah sewa-menyewa lahan pinjaman di Pasar

Pagi Tugu Pahlawan Surabaya:

1) Dokumen Kelurahan Krembangan Selatan.
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2) Dokumen Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pahlawan Pelni.

3) Kwitansi sebagai bukti transaksi sewa lahan pinjaman.

4) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis guna memperoleh

data yang akurat adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan
merasakan secara langsung).® Teknik ini digunakan untuk meneliti
praktik sewa-menyewa lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

b. Teknik interview (wawancara)

Metode interview atau wawancara adalah sutau percakapan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya
jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara
fisik. 1’ Adapun pihak yang diwawancarai dilakukan terkait dengan
penelitian ini adalah:

1) Perangkat Kelurahan Krembangan Selatan.
2) Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Pengelola lahan Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet. ke 12, (Bandung: Alfabeta,
2012), 145.
" Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke 2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.



15

4) Pemilik hak izin pakai atas lahan, sebagai orang yang menyewakan
lahan.
5) Penyewa lahan Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan kajian isi.*® Dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan pinjaman di Pasar
Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

5. Teknik pengolahan data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data
ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau
rumus-rumus tertentu. ° Tahapan penelitian ini meliputi kegiatan
organizing, editing dan analizing.
a. Editing’

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang
dikumpulkan.?® Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data editing
dalam penelitian ini adalah memeriksa kembali secara cermat dari segi
kelengkapan dan keterbatasan makna serta relevansi data terkait dengan

sewa menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

18 H
Ibid., 208.
M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 89.
20 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum..., 253.
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b. Organizing
Organizing adalah langkah penyusunan data secara sistematis yang
diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya
guna memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang sewa-
menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
c. Analizing
Analizing merupakan tahap lanjutan terhadap penelitian data,
sehingga diperoleh kesimpulan mengenai praktik sewa menyewa lahan
pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.
6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga
mudah dipahami.?! Setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis
dan valid, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode
diskriptif-verifikatif pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan
untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,
serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.??

Penulis mengguanakan metode ini karena ingin menjelaskan data
yang terkumpul, yakni status kepemilikan lahan, cara pengelolaan lahan,
sejarah pemakaian lahan, praktik sewa-menyewa lahan, pelaku transaksi
sewa lahan pinjaman dan hukum-hukum Islam yang terkait dengan ijarah,

kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Dalam

2! Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D..., 244.
?2 Saifudin Azwar, Metode Penelitian..., 128.
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penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap sewa menyewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu
Pahlawan Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan pola
pikir deduktif yang artinya menggunakan pola pikir yang berpijak pada
teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan
berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.? Pola pikir ini berpijak pada
teori-teori ijarah, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang
sewa lahan pinjaman di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

Selain itu penulis juga menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola
pikir yang digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di
lapangan, yaitu di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang selanjutnya

dianalisis dari segi hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan
Penyusunan skripsi memerlukan sistematika pembahasan, agar dalam
penyusunannya dapat terarah dan sesuai dengan apa yang penulis rencanakan,
serta mendapat gambaran yang jelas mengenai hal yang ditulis. Sistematika
yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan mengantarkan
pembaca kepada pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

2% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.
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tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan landasan teori yang membahas tentang ijarah
dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: konsep ijarah dan dasar
hukumnya, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, hak dan kewajiban
penyewa dan yang menyewakan lahannya, dan hal-hal yang menyebabkan
berakhirnya akad ijarah.

Bab ketiga, memuat data hasil penelitian tentang praktik sewa-menyewa
lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya, yang terdiri dari gambaran
umum dan sewa lahan pinjaman yang meliputi: letak geografis, sejarah
terbentuknya pasar, pendapat pengguna jalan, konsumen dan kelurahan, status
kepemilikan lahan, latar belakang terjadinya sewa lahan, dan sewa lahan
pinjaman.

Bab empat, merupakan analisa tentang sewa lahan pinjaman di Pasar
Pagi Tugu Pahlawan Surabaya yang meliputi analisis hukum Islam terhadap
sewa lahan di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan

saran.



